PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO |

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 05 TAHUN 2006

- TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINST GORONTALO

| Menimbang

Mengingaf -

[y

TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG-MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

bahwa dengan telah diadakannya evaluasi oleh. Menteri Dalam
Negeri ternadap Peraturan Daerah Nomaor 27 Tahun 2005 tentang

_ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gc)_rontalc:{-

Tahun 'Ahggaran 2006 maka perlu diadakan perubahan; |

bahwa evaluasi terhadap Peraturan Daerahﬁ Nomor 27 Tahun 2005
sesual amanat Pasal 185 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah; _ '

bahwa berdasarkan pertimbangan -'.sébagaimana dimaksud
dalam huruf 8 dan huruf b, perlu mem'be'nt.uk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daérah Nomar 27 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Gorontale Tahun Anggaran 2006;

Undéng-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lémbaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah _di-u'bah dengan Undang-t;lndang
Nomor 12 Tahun 1894 {Lembarén Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tamba'han Lembaran Negara Republik Iﬁdoneéia Nomor 3569);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana teléh.d]ulbah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun ZOGG'(Lembéran Negara Republik Indonesia
Tahun ‘2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048); |

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lem'baran Negara Republik
Indonesia Tahun, 1997 Nlomor 44, Tambahan Lembaran Negéra
Republik Indonesia Nomor 3688); - o
Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indcnesié Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran.NeQara Republik Indonesia
Tahun 2000 ‘Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik’
Indonesia Nomor 3952); |

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi  Gorontalo  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060); ER

- Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2[}03 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indbnesia Tahun 2003 Normor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik I.ndonesi'a Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); _ _

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Ndmor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun '2[}04 Nomor 66, Tam,bahan
Lembaran Negara Republik Indénesta'NomGr 4400); |
Undang-Undang - Nomor 32 Tahun 2004_ tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .
Namor 4437); '
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuargan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik IndcneS[a Nomor 4438); _
Peraturan Pemermtah Nomor 25 Tahun 2000 tentahg _
Kewénang’an Pemerintah dan 'Kewena-ngan Provinsi * sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negaré .Rép,ubiik Indonesia Tahun

. 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran: Negara Republfk Indonesia Tahun 2000,
Nomor - 4021} sebagaimana telah ‘diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomc-r 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara REDL.Ika
Indc-nesm Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indan_esm Nomor 4165); )

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonésia Tahun 2000 Nomaor
204, Tambahqn Lembaran Negara Republik Indone51a
Nomor 4024); |

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Kepala Dae_réh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuh 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesia Nomor 4027); -

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang

' Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Téh_un 2000 Nomor 210,

' Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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.20,
- Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan

18.

49,

21,
~ dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Peraturan  Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema:
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusy
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001

'Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -

Nomor4139)
Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Belanja Daerah, serta Jumiah Kumulatif Pinjaman Pemerintah
PUsat' dan Pemerintzh Daerah (Léhﬁba'ran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Taml:-ahan Lembaran Negara .

Republik Indonesia Nomor 4287);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan -

Repubrlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

B Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Menetapkan

dan
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

:'PERATURAN DAERAH PROVINST GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG
 ANGGARAN ~ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal |

iy Beberapa .ketenfuan da]arn Peraturan Daerah Nomar 27 -Tahun 2005

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran 2006 Provins! Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2005 Nomor 03 Seri "A”) diubah sebagai berikut ;
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Ciundangkan.di Gor,ontalo : # w

1) Ketentuan Pasal 2 dicbah pada st Uraian dalam Lampiran I,
Larrplran IT, Lampiran, I1I, Lsmp:ran IV, Larhpiran V, Lampiran VI,

dan Lampiran VIL _ _
2 Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehmgga Sﬂ[U"UhﬂYa menjaﬁ berbunyi

sebagarbenkut

‘Pasal 4 .

Sebagai. 'La'nd'a'san Operasional ;ﬁélakéanaah Kepala- Daerah
mmnetapkan Keputusan tentang Pemabaran Anggaran Pmdapatan dan
Belania Dacrah- yang telah disesualkan dengcn perubahan'
pada-isi'urafan Lampiran I, Lampiran II, La’mpiran III, Lampiran IV, °
Lampiran V, Lampiran VI, dan l.ampwm VIl sebagaimana d:maksud |

dalam Pasal 2.

Pasal II
Peraturan Daerah ini.mulai berlaku'pada tang'ga:i diundangkan.

Agar set‘ap' orang mengetahuhya,' merrﬁrintai*kan pengurdanca'r
Peraturan Daerah ini dengan penernoaLannya da'am Lembaran Daerah

Provm5| GOrEmtalo

Ditetapkan di-Gorontalo

pada tanggal 8 Maret 2006
GUBERNUR GORONTALQ,
’\\JA

| FADEL MUHAMMAD

padz tan'ggai 8 Maret 2006 |
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALC,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR ¥ SER] * A |



